a. Menimbang

Mengingat

SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 03 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

a. bahwa Peraturan Daerah merugadsa@turan perundang-undangan
di daerah yang di bentuk dalam rangka penyelenggacsonomi
daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisukiserta
penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undanggng lebih
tinggi;

b. bahwa pembentukan Peraturan Daerah sebagaumaaisud pada
huruf a, perlu di bentuk Peraturan Derah sebagsradan pedoman
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yarydédiitif oleh
Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyetrab
Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan Keputusan GulbreBulawesi
Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarekslich pada huruf
a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daeraitarng
Pembentukan Peraturan Daerah.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang iDidsgara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Betukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaragarde
Repubiik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangi®@iflerencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik nkxia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara dRkepu
Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Namor 26 Tahun 2004 tentang PBetukan
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Repubtiohesia
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara dRkepu
Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang efatahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@4 2lomor
125, Tambahan Lembaran Negara RepubHk IndonesiaoN4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakimgae Undang-
Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keédaa
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembenta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@®8 2omor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiadNdgv4);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang IMaje
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakitan Rakyatwabe
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daera
(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2009 dvoh23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoOwB)5



Menetapkan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ngnfarganisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indane$ahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubfianiesia
Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 rignfRedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daezatang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembadagara
Republik Indonesian Tahun 2010 Nomor 89, Tambahambaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tenf@eggesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perddddaggan;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Noindahun 2009
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dad?eovinsi
Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi SulawesatBTahun
2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsavidl
Barat Nomor 34);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nothdahun 2009
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat DeRarwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaranr&a®rovinsi
Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaegerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 35);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat No&d@ahun 2009
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerahifso%ulawesi
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat maR009
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi SulaBesat
Nomor 36);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomdahun 2009
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Ba@erencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daetah_8etbaga
Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaranr@a®rovinsi
Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaegerah
Provinsi Suiawesi Barat Nomor 37);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat No&hd@ahun 2009
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Leambd&yaerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambdlenbaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);

Dengan Per setujuan Bersana

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

Dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :



=

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusagripgthan oleh pemerintah daerah
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembauieagan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam system dan prinsip Negara KesatugsuliRk Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repumoldnesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkedhdaebagai unsur penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi SulawesitBar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyagngkat DPRD adalah lembaga

perwakilan daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaium penyelenggara pemerintahan

daerah.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Ridsiawesi Barat.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Prdvuiawvesi Barat.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaygutlisingkat Sekretariat DPRD adalah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pro8okwesi Barat.

9. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disinBle#gda adalah alat kelengkapan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Baratgy#dersifat tetap dan bertugas
menjalankan fungsi legislasi dalam menangani paregen, kajian dan evaluasi
pembentukan serta pelaksanaan Peraturan Daerah.

10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyangitisi SKPD adalah satuan kerja
perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawes| Barat

11.Biro Hukum adaah Biro Hukum Sekretariat Daerah Pi\Sulawesi Barat,

12.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undgagg dibentuk oleh DPRD dengan
persetujuan bersama Gubernur Provinsi Sulawesi.Bara

13.Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembBataturan Daerah yang pada
dasarnya dimulai dan perencanaan, persiapan, tpknjusunan, perumusan, pembahasan,
penetapan/pengesahan dan penyebarluasan.

14.Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkRablegda adalah instrument
perencanaan program pembentukan Peraturan Daargtdigusun secara terarah, terencana,
terpadu dan sistematis.

15.Tata Tertib adalah Tata Tertib Dewan Perwakaan &dBgierah Provins Sulawesi Barat.

16.Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkaim Gubernur sebagai petunjuk
pelaksanaan Peraturan Daerah.

17.Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyadddam pembentukan Peraturan

Daerah.

ok

© N o

BAB Il
ASAS PEMBENTUKAN DAN MATER! MUATAN
Pasal 2

(1). Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asabegutnkan peraturan perundang-undangan
yang baik.
(2). Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nielipu
a. Kejelasan tujuan.
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
d. Dapat dilaksanakan.
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
f. Kejelasan rumusan, dan
g. Keterbukaan.

Pasal 3
(1). Materi Muatan Peraturan Daerah harus mengandsas:
a. Pengayoman.
h. Kemanusiaan.
c. Kebangsaan.



d. Kekeluargaan.
e. Kenusantaraan.
f. Bhinneka Tunggal Ika.
g. Keadilan.
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
l. Keterttban dan kepastian hukum, dan
J. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
(2). Selain asas sebagaimana dimaksud pada ay&efBturan Daerah tertentu dapat berisi asas
lain sesuai dengan bidang hukurn Peraturan pergngiatiangan yang bersangkutan.

Pasal 4
(1). Materi Muatan Peraturan Daerah adalah selorateri muatan dalam ranka :
a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembant
b. Menampung kondisi khusus daerah, dan
c. Penjabaran lebih lanjut peraturan peraturanna@mng-undangan yang lebih tinggi.

(2). Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada (Ryadilarang bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-gadamang lebih tinggi.
BAB Il
TAHAPAN PEMBENTUKAN, JENIS DAN BENTUK
PRODUK HUKUM DAERAH
Bagian Kesatu
Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 5

(1). Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakarunieédberapa tahapan.
(2). Tahapan sebagamana dimaksud pada ayat (Jutieli

a. Perencanaan.

b. Penyusunan.

c. Pembahasan.

d. Penetapan/pengesahan.

e. Pengundangan, dan

f. Penyebarluasan.

Bagian Kedua
Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah

Pasal 6

(2). Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dilalagdsuai dengan jenis dan bentuk peraturan
perundang-undangan, terdiri atas :
a. Peraturan Derah
b. Peraturan Gubernur
c. Peraturan Bersama Gubernur
d. Keputusan Gubemur; dan
e. Intruksi Gubernur

(2). Ketentuan mengenai jenis dan bentuk produlkuimuklaerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak tetgian dari Peraturan Daerah mi.

PERENCANAAN
Bagian Kesatu

Umum



Pasal 7

(1). Perencanaan pembentukan Peraturan Daeralkhlakialam suatu Prolegda.

(2). Prolegda sebagaimana pada ayat (1) memuaamangenyusunan Rancangan Peraturan
Daerah yang disertai dengan penjelasan pokok magmgaturan serta keterkaitannya
dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

(3). Penjelasan pokok materi pengaturan sebagaidiareksud pada ayat (2) disusun meliputi:

a. Latar belakang dan tujuan penyusunan.

b. Sasaran dan pengaturan.

c. Pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yangrakiaatur
d. Jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 8

(). Prolegda disusun bersama antara DPRD dan RetaterDaerah secara terencana, terpadu
dan sistemis.

(2). Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud gada(1l) dikoordiriasikan oleh DPRD
melalui Balegda.

(3). Prolegda disusun dengan mempertimbangkan Randata Ruang Wilayah Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Peméantangka Menengah Daerah
dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

(4). Prolegda disusun untuk jangka waktu 5 (limahun dengan penentuan skala prioritas
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ditetapkiap &ahun.

(5). Penyusuran Prolegda sebagairnana dimaksudgyatlg4) dibahas dan ditetapkan selambat-
lambatnya pada awal tahun pertama masa tugas DPRD.

Pasal 9
Prolegda ditetapan melalul Nota Kesepakatan anBiarpinan DPRD dengan Gubemur.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Prolegda
Pasal 10

(1). Penyusunan Rancangan Prolegda di LingkungdDitkoordrriasikan oleh Balegda.

(2). Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)inteermasukan kepada fraksi-fraksi,
komisi-komisi serta perwakilan kelompok masyarakathadap rencana penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan dalacaRgan Prolegda.

(3). Rencana penyusunan Peraturan Daerah sebagaimaksud dalam ayat (2) diajukan
dengan menyertakan penjelasan atas pokok mategidjatur serta Naskah Akademik.

(4). Rancangan Prolegda sebagairnana dimaksudayatlg§?) dan ayat (3) dilakukan verifikasi
oleh Balegda untuk selanjutnya dilaporkan kepadgPian DPRD.

(5). Pimpinan OPRD menyampaikan Rancangan Prolegdian DPRD sebagaimana dimaksud
ayat (4) kepada Gubernur dalam Rapat Paripurna DiRIX dilakukan pembahasan.

Pasal 11

(1). Penyusunan Rancangan Prolegda di Lingkunganefatah Daerah dikoordinasikan oeh
Sekretaris Daerah yang secara teknis di lakukdnBil® Hukum.

(2). Sekretaris Daerah meminta rencana penyusuaanaRgan Peraturan Daerah kepada setiap
SKPD sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung javesing-masing.

(3). Rencana penyusunan Rancangan Peraturan Dsebalgaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan dengan menyertakan penjelasan atas polkdérinyang akan diatur serta Naskah
Akademik.

(4). Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah yangiki& sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dilakukan melalui forum konsultasi yagikoordinasikan oleh Sekretaris
Daerah dengan melibatkan SKPD terkait.



(5). Forum konsultasi sebagaimana dimaksud pada (@Yyadapat melibatkan para ahli dari
lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di bgdasosial, politik, profesi atau
kemasyarakatan lainnya sesuai dengah kebutuhan.

(6). Sekretaris Daerah melaporkan Rancangan Pilggdg telah diverifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.

(7). Gubemur rnenyampaikan Rancangan Prolegda rudeéamerintah Daerah sebagaimana
dimaksud ayat (1) dalam Rapat Paripurna DPRD udilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga
Pembahasari Rancangan Prolegda
Pasal 12

(1). Pembahasan Rancangan Prolegda dilakukan beeesdtera DPRD dan Gubemur.

(2). Pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksudagatidl) dikoordinasikan oleh Balegda
mewakili DPRD dan Sekretaris Daerah mewakili Gubern

(3). Hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimadegiad ayat (2) dilaporkan oleh Balegda
kepada Pimpinan DPRD dan oleh Sekretaris Daeraddee@@ubernur.

(4). Persetujuan hasi pembahasan Prolegda sebamgaidiamaksud pada ayat (3) dilakukan
rnelalui penandatanganan Nota Kesepakatan anta@irin DPRD dengan Gubernur.

(5). Agenda pembahasan dan persetujuan Prolegdgaetana dimaksud pada ayat (4) diatur
lebih Lanjut oleh DPRD.

Bagian Keempat
Agenda Legislasi Daerah
Pasal 13

(1). DPRD dan Gubernur dalam pelaksanaan Prolegametapkan prioritas tahunan
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah melalui Agegdlasi Daerah.

(2). Penyusunan Rancangan Agenda Legislasi Daerahngkungan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Balegda

(3). Balegda meminita masukan Fraksi-Fraksi dan kKeKomisi serta perwakilan kelompok
masyarakat terhadap Rancangan Peraturan Daerah sjapgdiusukan dalam Agenda
Legislasi Daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat (

(4). Balegda melakukan verifikasi dan menyusun rgae® pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah dalam Agenda Legislasi Daeran sebagaimamakdud pada ayat (3) untuk
selanjutnya dilaprkan kepada Pimpinan DPRD.

(5). Pimpinan DPRD menyampaikan persetujuan atasc&@an Agenda Legislasi Daerah
usulan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)k udifbehas bersama dengan
Gubernur.

Pasal 14

(1). Penysunan Rancangan Agenda Legislasi Daerahindkungan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasat 13 ayat (1) dikasikan oleh Sekretans Daerah.

(2). Sekretaris Daerah melakukan verifikasi dan yasuan prioritas atas Rancangan Peraturan
Daerah yang telah diajukan oleh SKPD.

(3). Sekretaris Daerah melaporkan hasil verifikedagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Gubernur untuk disampaikan kepada Pimpirian DPRiag& Rancangan Agenda Legislasi
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

(1). Pembahasan Rancangan Agenda Legislasi Dadladtulchn bersarna antara DPRD dan
Gubemur.

(2). Pembahasan Agenda Legislasi Daerah sebagaiiraa&isud ayat (1) dikoordinasikan oleh
Balegda mewakili DPRD dan Sekretaris Daerah mewakibernur.



(3). Pernbahasan Agenda Legislasi Daerah sebagaim@amaksud pada ayat (1) menyusun
prioritas Rancangan Peraturan Daerah yang dib&h@a®a 1 (satu) tahun anggaran.

(4). Hasil pembahasan Agenda Legislasi Daerah s@bhaga dimaksud pada ayat (2) dilaporkan
oleh Balegda kepada Pimpinan DPRD dan oleh Selg®&anrah kepada Gubernur.

(5). Persetujuan hasih pembahasan Agenda LegBtesiah sebagarnana dimaksud pada ayat
(4) dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepakantara Pimpinan DPRD dengan
Gubernur selambat-tarnbatnya bulan ketiga padamasa sidang DPRD.

(6). Agenda pembahasan dan persetujuan Agendaldasigidaerah sebagairnana dimaksud ayat
(1) diatur lebih lanjut 0)eh DPRD.

BAB V
TATA CARA PEMBENTUKAN PENYUSUNAN
PERPTURAN DAERAH
Pasatl 16

(1). Rancagan Peraturan Daerah dapat berasal B&Datau Gubernur.

(2). Rancangan Peraturan Daerah yang berasal @&Dlatau Gubemur disertai penjelasan atau
keterangan dan/atau Naskah Akadernik.

(3). Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dithalesia ayat (1) diajukan berdasarkan
program Legistasi daerah.

(4). Datam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernuatdagngajukan Rancangan Peraturan
Daerah di luar program legisasi daerah.

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Atas Prakarsa DPRD
Pasal 17

(1). Rancangan Peraturan Daerah yang berasal é&DDdapat diajukan oleh anggota DPRD,
Komisi, Gabungan Komisi atau Badan Legislasi Daesahagai pihak pengusul sesuai
Peraturan Tata Tertib DPRD.

(2). Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan DEIRDordinasikan oleh Badan Legislasi
Daerah.

(3). Pihak pengusul sebagaimania dimaksud dalarh (&yamengajukan Rancangan Peraturan
Daerah secara tertutis kepada Pimpinan DPRD digmtgelasan atau keterangan dan/atau
naskah akademik, daftar narna dan tandatangan gd@idpn diberikan nomor pokok oleh
Sekretariat DPRD.

(4). Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayptmenugaskan Balegda untuk
melakukan kajian harmonisasi dan sinkronisasi &ascangan Peraturan Daerah yang
diajukan.

Pasal 18

(1). Dalam penyusunan dan pengajuan RancanganuReraDaerah sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (3), Balegda dapat menyeraNaskah Akademik beserta Rancangan
Peraturan Daerah kepada perguruan tinggi atau pklediga lainnya yang mempunyai
keahlian untuk itu.

(2). Untuk rnelengkapi dan membahas Naskah Akaddéreserta Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balegda dagrajumdang pihak pengusul, fraksi-
fraksi, komisi-komisi, SKPD terkait, dan/atau pekilen masyrakat.

(3). Hasil pengkajian Rancangan Peraturan Daerdiagesgmana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

(4). Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajiand&agan Peraturn Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Rapat Paripurna DPRD.



Pasal 19

(1). Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilef)i Balegda sebagairnaria dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPRia#e sernua anggota DPRD selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari sebelurn Rapat ParipurR&D.

(2). Dalam Rapat Panipurna DPRD sebagaimana dirdgiada ayat (1)

a. Pengusul memberikan penjelasan.
b. Fraksi-fraksi dan anggota DPRD lainnya memberjg@ndangan, dan
c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangamfiraksi dan anggota DPRD lainnya.

(3). Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ggata(2) memutuskan usul Rancangan

Peraturan Daerah berupa:

a. Persetujuan,.

b. Persetujuan dengan pengubahan, atau
c. Penoakan.

Pasal 20

(1). Dalam hal Rapat Paripurna rnemutuskan persmtujdengan pengubahan sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 19 pada ayat (3) huruf b, IDRRenugasi Balegda, Komisi,
Gabungan Komisi atau Panitia Khusus untuk menyengikan Rancangan Peraturan
Daerah tersebut.

(2). Rancangan Peraturan Daerah yang telah diseadam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan dengan Surat Pimpinan DPRD kepadiei@ur.

(3). Sekretariat DPRD menyebarluaskan RancangatuPan Daerah yang telah disempurnakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyrakat

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Atas
Prakarsa Pemerintah Daerah
Pasal 21

(1). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah at&argaaPemerintah Daerah dilakukan
berdasarkan Prolegda.

(2). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah selaagagiimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh SKPD pemrakarsa sesuai dengan lingkup tugatadggung jawabnya.

(3). Pimpinan SKPD pemrakarsa melaporkan penyial@npenyusunan Rancangan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepdnarem melalui Sekretaris Daerah.

Pasat 22

(1). SKPD pemrakarsa dalam rnenyusun RancangartuParaDaerah menyiapkan tertebih
dahulu Naskah Akademik mengenai materi yang digdlam Rancangan Peraturan Daerah.

(2). Penyusunan Naskah Akademik sebagairnana dudgkzda ayat (1) dilakukan oleh SKPD
pemrakarsa berkoordinasi dengan DPRD dan pelaksayaadapat diserahkan kepada
perguruan tinggi atau pihak ketiga yang mempungahkan untuk ini.

(3). Naskah Akademik sebagairnaria dimaksud padat &) paling sedikit memuat latar
belakang (landasan filosofis, yuridis dan sosidpgidentifikasi masalah, tujuan dan
keguanaan, metode Penelitian, asas-asas yang kagymaateri muatan, dsb.

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman peamyars Akademik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

(5). Dalam hal tertentu dan pertimbangan yang fagrdihusus, maka Rancangan Perda

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (8k fmbrlu didasari pada Naskah
Akademik.

Pasal 23

(1). Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daelstyamana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2), SKPD pemrakarsa membentuk Tim Antar SKPD.



(2). Keanggotaan Tim Antar SKPD sebagaimana dinthksada ayat (1) terdiri atas unsur SKPD
yang terkait dengan substansi Rancangan Perataamain

(3). Tim Antar SKPD diketuai oleh Pimpinan SKPD peakarsa dan Kepala Biro Kukum
berkedudukan sebagai sekretaris.

(4). Tim Antar SKPD sebagaimana dimaksud pada@yatibentuk setelah Prolegda ditetapkan.

Pasal 24

(1). Datam rangka pembentukan Tim Antar SKPD PimpiSKPD pemrakarsa sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 23 ayat (2) mengajukan q@ahintaan keanggotaan Tim Antar
SKPD kepada Pimpinan SKPD terkait dengan tembuspada Sekretars Daerah.

(2). Surat permintaan sebagaiman dimaksud pada (ayadisertal dengan konsepsi, pokok-
pokok materi, dan hal-hal yang dapat memberkan gemnbmengenai materi yang akan
diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.

(3). Pimpinan SKPD terkait sebagaimana dimaksudh @@t (2) menugaskan kepada pejabat
yang berwenang mengambil keputusan, ahli hukumatkn/perancang Peraturan Daerah
yang secara teknis menguasai pewrmasalahan yamkgitbar dengan materi Rancangan
Peraturan Daerah.

(4). Penyampaian nama peabat, ahli hukum. danpeeancang Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama ftuhan kerja setelah tanggal diterimnya
surat perrnintaan oleh Pimpinan SKPD terkait.

(5). Pimpinan SKPD pemrakarsa menetapkan surattksgu Pembentukan Tim. Antar SKPD
paling Lambat 30 (tiga putuh) han kerja sejak tahgmrat permintaan keanggotaan Tim
Antar SKPD sebagamana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

(1). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakdkagan membahas pokok materi
pengaturan yang bersifat prinsipil mengenai objelngy diatur, jangkauan dan arah
pengaturan.

(2). Hasih pembahasan pokok materi pengaturan aghaga dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar bagi kegiatan perancangan dalam menyiapkamgotah, dan merumuskan
Rancangan Peraturan Daerah.

(3). Kegiatan perancangan sebagaimana dimaksudayatl§?) dilakukan oleh Biro Hukum dan
pelaksanaannya dapat diserahkan kepada pergungm #tau pihak ketiga lainnya yang
mempunyai keahlian untuk itu.

(4). Hasil perancangan sebagaimana dimaksud paata(3) selanjutnya disampaikari kepada
Tim Antar SKPD untuk diteliti kesesuaiannya dengaonkok mateni pengaturan
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1).

(5). Tim Antar SKPD dalam meneliti Rancangan PeeatuDaerah sebagairnana dirnaksud pada
ayat (4) dapat mengundang para ahli dan lingkungarguruan tinggi, DPRD atau
organisasi dibidang sosial, politik, profesi danmiasyarakatan lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

(6). Ketua Tim Antar SKPD melapokan perkembanganypsunan Rancangan Peraturan
Daerah dan/atau permasalahan yang dihadapi kepaganBn SKPD pemrakarsa untuk
memperoleh keputusan atau arahan.

(7). Ketua Tim Antar SKPD menyampaikan rumusan raRiaincangan Peraturan Daerah kepada
Pimpinan SKPD pemrakarsa.

Pasa 26

(1). Dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peratubserah, SKPD pemrakarsa
menyebarluaskan Rancangan Peraturan Daerah kepayanakat.

(2). Hasil penyebarluasan sebagaimana dimaksud awala (1) dijadikan bahan oleh SKPD
pernrakarsa untuk menyempurnakan Rancangan Per&lasah.



(3). Pimpinan SKPD pemrakarsa sebagaimana dimapadd ayat (2) selanjutnya melaporkan
Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurkakada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah untuk diajukan ke dalam Agenda Legislasr&lae

Pasal 27

(1). Apabila Rancangan Peraturan. Daerah sebagairdanaksud. dalam Pasal 26 ayat (3)
sudah tidak memiliki permasalahan lagi baik dan sefstansi maupuri dan segi teknik
perancangan perundang-uhdangan, Gubérnur mengaj@kacangah Peraturan Daerah
dimaksud kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.

(2). Pimpinan DPRD menyerahkan dokumen RancangaatuU?en Daerah bersama Naskah
Akademik kepada Badan Legislasi untuk dilakukarggapan.

(3). Apabila Badan Legislasi telah melakukan pefigkasebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan dinilai telah memenuhi parsyaratan, maka diiem rekomendasi persetujuan
pembahasan sesuai peraturan Tata Tertib DPRD.

(4). Apabita Badan Legislasi sebagaimana dimaksagh myat (2) menilai belum memenuhi
syarat untuk mendapatkan rekomendasi pembahas&a,dokumen Rancangan Perda dapat
dikembalikan kepada Pemerintah Daerah untuk dil@pigkersyaratan.

(5). Rancangan Perda yang dikembalikan dapat diasiembali setelah dilengkapi persyaratan
yang diperukan oleh Badan Legistasi untuk mendapatkekomendasi persetujuan
pembahasan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Di luar Prolegda
Pasal 28

(1). Dalam keadaan tertentu, DPRD dan/atau Gubetapat menyusun Rancangan Peraturan
Daerah di luar Prolegda setelah terlebih dahulugajekan pernberitahuan kepada kedua
belah pihak dengan menyertakan penjelasan mend@msiepsi pengatuiran Rancangan
Peraturan Daerah yang disusun.

(2). Keadaari tertentu sebagaimana dimaksud paata Byadalah :

a. Melaksanakan kebijakan mendesak dari Pemerintah;

b. Adanya pembatalan Peraturan Daerah oleh Peterint

c. Melaksanakan putusan Mahkamah Agung;

d. Mengatasi keadaan luar biasa keadaan, konfélk, lzencana alam; atau

e. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adargensi daerah ata suatu Rancangan
Peraturan Daerah yang diajukan.

(3). Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk mekakugengkajian atas permohonan
Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4). Balegda dalam melakukan pengkajian sebagainthmaksud pada ayat (3) meminta
penjelasan dan pandangan dan Pemerintah Daeredi;fiiaksi dan komisi-komisi.

(5). Balegda menyampaikan hasil pengkajian sebaganmdimaksud pada ayat (4) kepada
Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

BAEVI
PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
Bagian Kesatu
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD
Pasal 29

(1). Pembahasan Rancangan Peraituran Daerah di DilBKukan bersama DPRD dengan
Gubernur berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD.



(2). Penentuan prioritas pembahasan RancangaruRerddaerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan kepada Agenda Legislasi Daerah.

Pasal 30
(1). Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dlaka&hatui 2 (dua) tingkat pembicaraan
yaltu pembicaraan tingkat kesatu dan tingkat kedua.
(2). Pembicaraan tingkat kesatu sebagaimana dirdgiesda ayat (1) meliputi :
a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah beras@wzernur.
1. Penjelasan Gubernur dalam Rapat Paripurna rnanBancangan Peraturan Daerah.
2. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap RanndPgaturan Daerah.
3 Tanggapan dan/atau tawaban Gubernur terhadapndangan umum Fraksi-fraksi.
b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah beras@ifRD :
1. Penjelasan pimpinan Badan Legislasi Daerah, ipempKomisi, pirnpinan gabungan
Komisi, atau pimpinan Panitia Khusus.
2 Pendapat Gubernur terhadap Rancangan PeratueaalDa
3. Tanggapan dan/atau jawaban terhadap pendapatrisub
c. Pembahasan dalam rapat komisi, atau gabungansikoatau panitia khusus yang
dikoordinasikan oleh Balegda bersama dengan Gubatau pejabat yang ditunjuk untuk
mewakilinya.
d. Penlitian akhir Rancangan Peraturan Daerah dBlgpat Pimpinan DPRD.
(3). Pembicaraan tingkat kedua sebagaimana dimaledal ayat (1) meliputi :
a. Pengambilan keputusani dalam rapat paripuna giaiadpului dengan :
1. Penyampaian laporan pimpinan Balegda/panitislkbyang berisi proses pembahasan,
pendapat fraksi dan hasil pernbicaraan pada tirggalumnya.
2. Perrnintaan persetujuan dan anggota secaradishipimpinan Rapat Panipurna
b. Penyampaian pendapat akhir Gubernur.

Pasal 31

(1). Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksuandBasal 30 ayat (3) huruf a angka 2 tidak
dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, tkegu diambil berdasarkan suara
terbanyak.

(2). Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidaldapan persetujuan bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Rancangan Peraturan Daersdbut tidak boleh diajukan lagi
dalam persidangan DPRD masa itu.

(3). Mekanisme Pembahasan Rancangan PeraturanhDiaetang APBD dilakukan mengikuti
ketentuan perundang-undangan yang benlaku.

(4). Agenda pembahasan dan persetujuan RancangaturBe Daerah sebagaimana dimaksud
ayat (3) diatur oleh DPRD.

Pasal 32

(1). Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik Kemsdlaelum dibahas bersama oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur.

(2). Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daetadgaimana dimaksud pada ayat (1) oleh
DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD aeugsertai alasan penarikan.

(3). Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daetadgaimana dimaksud pada ayat (1) oleh
Gubernur dilakukan dengan surat Gubernur diseldaaa penarikan.

(4). Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibhahga dapat ditarik kembali berdasarkan
persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.

(5). Penankan kembali Rancangan Peraturan Daebalgaeana dimaksud pada ayat (4) hanya
dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yanaddiholeh Gubemur.

(6). Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kertidak dapat diajukan kembali pada masa
sidang yang sama.

Bagian Kedua

PenetapanlPengesahan



Pasat 33

(1). Badan Legislasi Daerah bersama Biro Hukum koédan sinkronisasi dan harrnonisasi atas
Raperda yang akan disetujui bersama oleh DPRD déaerGur.

(2). Persetujuan DPRD untuk penetapan Raperda theRjarda dituangkan dalam bentuk
Keputusan DPRD.

(3). Rancangan Peraturan Daerah yang telah disebgitsama oleh DPRD dan Gubernur
disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernurkuditetapkan menjadi Peraturan
Daerah.

(4). Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sefzagadimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggatetjuan bersama.

(5). Sekretaris Daerah melakukan penyiapan naskaitdfgan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk selanjuttya ditetaften Gubernur.

Pasal 34

(1). Naskah Rancangan Peraturan Daerah sebagaitiaraksud dalam Pasal 33 ayat (1)
ditetapkan oleh Gubemur dengan membubuhkan tandana

(2). Penandatanganan oleh Gubernur sebagaiman&dilichgpada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari seiRdncangan Peraturan Daerah tersebut
disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.

Pasal 35

(1). Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidakdht tangani oleh Gubernur dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayaR#Rangan Peraturan Derah tersebut
sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

(2). Kalimat pengesahan bagi Rancangan PeraturaraBaebagairnana dimaksud pada ayat (1)
berbunyi: “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.

(3). Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud padg2) harus dibubuhkan pada halaman
terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundanganamaBkraturan Daerah ke dalam
Lembaran Daerah.

(4). Naskah Peraturan Daerah yang telah dibubuim&t pengesahar sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dibubuhi nomor dan tahun di Sekadtdbaerah dan diundangkan oleh
Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Dalam hal terjadi perbedaan kata atau kalimat satia atau beberapa pasal Peraturan Daerah
yang telah ditetapkan dan diundangkan maka naskadp mempunyai kekuatan mengikat adalah
naskah Rancangan Peraturan Daerah yang telahjdisktlam Rapat Paripurna DPRD.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 37

(1). Peraturan Daerah yang telah disetujui bersantara DPRD dan Gubemur disampaikan
kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setéietapkan.

(2). Apabila Pemerintah membatalkan Peraturan Daegrang disampaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka Gubernur bersama RamgDPRD membahas Peraturan
Presiden tentang pembatalan Peraturan Daerahuerseb

(3). Dalam hal DPRD bersama Gubernur menerima kepuat pembatalan sebagaimana pada
ayat (2), maka Gubernur mengajukan Rancangan Pamaaerah pencabutan Peraturan
Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujuatrergpaling lama 7 (tujuh) hari setelah
keputusan pembatalan tersebut ditetapkan sebagaidiraaksud pada ayat (2).

(4). Dalam hal DPRD bersama Pemerintah Daerah tdglat menerima keputusan pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasgndggpat dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan, Gubemur mengajukan kebergpan&&lahkamah Agung.



(5). Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peratiteesiden untuk membatalkan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraidaarah dimaksud dinyatakan
berlaku.

Pasal 38

(1). Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitanadeAgggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pajak daerah, Retribusi daerah, dan TaiagRDaerah yang telah disetujui bersama
antara DPRD dan Gubernur sébélum ditetapkan pédimipat 7 (tujuh) hari disampaikan
Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk diadakextuasi.

(2). Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasibhluasi Rancangan Peraturan Derah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah seswggrdkaepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur tapkan Rancangan Peraturan Daerah
tersebut menjadi Peraturan Daerah.

(3). Apabila Menteri Dalam Negeni menyatakan hasiluasi Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentanggam&epentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur doeas DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhits@j@k diterimanya hasil evaluasi.

(4). Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana sumagada ayat (3), Pimpinan DPRD
menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada RapgiuPaa DPRD.

(5). Rancangan Peraturan Daerah yang telah diseadgam dan telah mendapat persetujuan
DPRD, Gubernur kemudian menyampailkan kepada Miebttam Negeri.

BAB VII
PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN
PERATURAN DAERAH
Pasal 39

(). Setiap Peraturan Daerah diundangkan dengaemptkannya dalam Lembaran Daerah.

(2). Penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dichgksda ayat (1) ditempatkan dalam
Tambahan Lembaran Daerah.

(3). Pengundangan Peraturan Daerah dan penjelasatudn Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekset@daerah selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak Rancangan Peraturanrdbagersebut ditandatangani oleh
Gubernur.

(4). Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pad#3ymembubuhi :

a. Lernbaran Daerah sebagairnana dimaksud padélaysngan nomor dan tahun.
b. Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimakdadapat (2) dengan nomor.

(5). Sekretaris Daerah menandatangani pengunddPgaturan Daerah dengan membubuhkan
tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah tersebut.

(6). Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatarsgbagairnana dimaksud pada ayat (5)
disimpan oleh Biro Hukum sesuai dengan ketentuaatyp@n perundang-undangan.

Pasal 40

(1). Setiap Peraturan Daerah yang telah diundangtalam Lembaran Daerah wajib
disebarluaskan kepada masyarakat.

(2). Penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimamekslid pada ayat (1) bertujuan agar
masyarakat mengerti dan memahami apa-apa yangntknkg dalam Peraturan Daerah
tersebut sehingga dapat melaksanakan ketentuatuRer®aerah dimaksud.

(3). Penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimamekslid pada ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintah Daerah melalui:

a. Media cetak
b. Media elektronik
c. Cara lainnya.



Pasal 41

(1). Dalarn rangka penyebarluasan melalui mediakce¢ébagaimana dimaksud dalam Pasal 40
ayat (3) huruf a, Pemerintah Daerah:

a. Menyampaikan salinan otentik Peraturan Daeratert®e penjelasannya yang telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah dan TambahandramiDaerah kepada DPRD,
Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Std&Dpihak terkait.

b. Menyediakan salman Peraturan Daerah besert@lassmynya yang telah diundangkan
daLam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Ddergh masyarakat yang
membutuhkan.

(2). Pihak-pihak tertentu yang membutuhkan salimgntik Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengajukamipexran kepada Sekretaris Daerah
melalui. Kepala Biro Hukum.

Pasal 42

(1). Dalam rangka penyebarluasan melalui, medidreleik sebagaimana dimaksud dalarn Pasal
40 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah dapat memiiedskan informasi Peraturan Daerah
berbasis Internet dan TV.

(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai informasi Rean Daerah berbasis Internet diatur dalam
Peraturan Gubernur.

Pasal 43

(1). Dalam rangka penyebarluasan peraturan pergngiatiangan dengan cara lain sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c, Hetak Daerah melakukan sosialisasi,
Peraturan Daerah dan/atau rnelibatkan perwakileommk masyarakat.

(2). Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayadil@idukan dengan cara tatap muka atau
dialog langsung, berupa ceramah, workshop/sempeatemuan ilmiah, koferensi pers dan
cara lainnya.

BAB VIIi
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

Pasal 44

(2). Untuk melaksanakan Peraturan Daerah, Gubetapat menetapkan Peraturan Gubemur
dan/atau Keputusan Gubemur.

(2). Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubeshmgaimana dimaksud pada ayat (1),
dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, tuP@ma Daerah dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 45

(). Setiap Peraturan Daerah wajib mencantumkaasbabktu penetapan Peraturan Gubernur
sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
(2). Batas waktu penetapan Peraturan Gubernur amhaga dimaksud pada ayat (1) paling
lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah tedalmdangkan.
BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
uUrn urn
Pasal 46

(1). Perorangan atau kelompok masyarakat berhakikunmtemperoleh atau mendapatkan
informasi yang jelas dan akurat terhadap rencangyseinan dan pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah.



(2). Perorangan atau kelompok masyarakat berhakikuntenyampaikan masukan dalarn
pembentukan Peraturan Daerah baik pada tahap pest penyusunan dan pembahasan
Rancangan Peraturan Oaerah.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 47

(1). Segala biaya yang diperlukan dalam pembentuRaraturan Daerah dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2). Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayake(ijputnproses perencanaan, penyusunan,
pembahasan, penetapan/pengesahan, pengundangaangiahaluasan Peraturan Daerah.

Pasal 48

Pos anggarart biaya yang dipergunakan sebagaimarakslid pada pasal 47 ayat (2) sebagai

berikut:

(1). Pos anggaran Sekretariat DPRD bagi RancangatuPan Daerah yang merupakan prakarsa
DPRD.

(2). Pos anggaran Biro Hukum bagi Rancangan Paratiraerah berasal dari Pemerintah
Daerah.

(3). Anggaran biaya Raperda Prakarsa DPRD dibabesaima Badan Legistasi Daerah dengan
Sekretaniat DPRD sedangkan anggaran biaya Rapardpaberasal dari Pemeritah Daerah
dibahas bersama Biro Hukum dan Biro Keuangan S&RD terkait.

(4). Mekanisme dan Pengaturan Pos anggaran selmganimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) diatur lebih lanjut dengah Peraturan Gubem

BAB XiI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49
Untuk pertama kali, Prolegda ditetapkan selambabktnya 3 (tiga) bulan sejak Peranturan
Daerah ini mulai berlaku.
BAB XIllI
KETENTUAN PENUTUP
Pasat 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanyselagngan Peraturan Daerah ini dengan
penernpatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Ssidarat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 12 Juli 2010

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALER

Diundangkan di Mamuju

Pada tanggal 12 Juli 2010
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,



H. M. ARSYAD HAFID
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2010NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

. UMUM

Pelaksanaan Otonomi Daerah secara konsepsional teéenbawa pergeseran dalam
sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ddaenmsipemerintahan yang sentralistik
menjadi desentraisitik. Salah satu implikasi yairgshkan dan pergeseran ini ialah terciptanya
nuansa positif dalarn penyelenggaraan otonomi Hagemg mengarah pada terwujudnya
demokratisasi dan kemandirian daerah. Melalui atundaerah saat ini memiliki kewenangan
yang lebih besar dan keleluasaan untuk mengelotaraemandiri urusan yang menjadi
kewenangan daerah, diantaranya kewenangan memieenatkiran Daerah.

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis pamaperundang-undangan sebagai
sumber hukum dan sarana pembangunan di daerah dalamngkatkan kesejahteraan
masyarakat. Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Unblamgor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, matatamBeraturan Daerah adalah seluruh
materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otom@m®iah dan tugas pembantuan dan
menampung kondisi khusus daerah serta penjabardmlémnjut peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dannisatii Dewan Perwakilan Daerah
(DPRD) maupun atas prakarsa Gubernur. Mekanismegapem usul inisiatif/prakarsa,
mekanisme pembahasan serta keterlibatan masyadakatn penyusunan dan pembahasan
Peraturan Daerah diatur lebih rinci dan jelas melk#tentun Peraturan Daerah yang disusun ini.

Dalam upaya membangun tertib administrasi dan p&atan kualitas penyusunan
perundang-undangan di daerah, perlu disusun Progegmslasi Daerah (Prolegda). Diharapkan
melalui Prolegda penyusunan Peraturan Daerah delpifit terencana, terpadu dan sistimatis
serta menjaga agar produk peraturan perundang-gadataerah tetap berada dalam kesatuan
sisitem hukum nasional.

Untuk meningkatkan kualitas Peraturan Daerah, niaR&®D dan Pemerintah Daerah
membuka partisipasi masyarakat seluas-luasnya uktikserta dalam rencana pembentukan,
persiapan dan pembahasan Prolegda dan Rancangatur®erDaerah. Partisipasi publik
dilakukan melalui penyebarluasan informasi yanggelan akurat serta kesempatan yang luas
untuk ikut serta dalam semua tahapan pembentukampelmbahaan Prolegda serta Rancangan
Peraturan Daerah.

Il. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a



Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah basetiap Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tyaag jelas yang
hendak dicapai.

Huruf b
Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau oegabegmtuk yang tepat”
adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundartgigadaharus di buat oleh
lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundanggemdgang berwenang.
Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat #dataltau batal demi
hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yarak tierwenang.

Huruf c
Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara ganismateri muatan”
adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perunddaggan harus
benar-benar memperhatikan materi muatan yang tegpegan jenis Peraturan
Perundang-undangannya.

Huruf d
Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan”aladabhhwa setiap
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus emnmngtnpgkan
efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersehlialam masyarakat, baik
secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e
Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan lghesiin” adalah
bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibtetakanemang benar-
benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatudikpan bermasyarakat,
berbangsa dan benegara.

Huruf f
Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” ladaédowa setiap
Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi pesyarteknis
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistardatikpilihan kata atau
terninologi, serta bahasa hukumnya jelas dan muuddakengerti, sehingga
tidak menimbulkan berbagai macam interpensi dalaelakganaannya.

Huruf g
Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah datdfaam proses
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai plErencanaan,
persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifajpdrans dan terbuka.
Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempkagempatan yang
seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam rgssmbuatan
Peraturan Perundan-undangan.

Pasal 3
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah baeti@ap Materi
Muatan Peraturan Perudang-undangan harus berfumgsmberikan
perlindungan dalam rangka menciptakan ketentranesyanakat.

Huruf b
Yang dmaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah baktigp Materi
Muatan Peraturan Perundang-undangn harus mencemmip&rlindungan
dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta rdakamartabat setiap
warga negara dan penduduk Indonesia secara propaksi

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah babti@ Materi
Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mendamsifat dan watak
bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinekaan)gaentetap menjaga
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hurufd
Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalaWwaaetiap Materi
Muatan Peraturan Perundang-undangan harus men&armimusyawarah
untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.



Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalalvabaetiap Materi
Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa arerikan
kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materiatemu peraturan
perundang-undangan yang dibuat di daerah merupb&gian dari sistem
hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika&lakdbahwa setiap
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harusnparatikan
keragamari penduduk, agama, suku dan golongan,idiokisusus daerah,
dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-rhasafsitif dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah baleti@psMateri Muatan
Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkanlildkeasecara
proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali

Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalduwmm dan
pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatarat&m Perundang-
undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifatmibedakan berdasarkan
latar belakang, antara lain, agama, suku, ras,ngalm gender, atau status
sosial.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepdstieenm” adalah bahwa
setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangarus hadapat
menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melaluijamadanya kepastian
hukum.

Huruf
Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserdararkeselarasan”
adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Pengraladangan harus
mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan kesmfaraantara
kepentingan individu dan masyarakat dengan kepgantibangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan didarkum Peraturan

Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitags @amda hukuman tanpa

kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asagtall bersalah.
b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum pggja antara lain, asas
kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan iktikad baik

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “bertentangan dengan kepantimghum” dalam ketentuan
ini adalah yang berakibat terganggunya kerukunatarawarga masyarakat,
terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya tig@tean/ketertiban umum
serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas



Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merujm&anen perencanaan
pembangunan daerah disusun untuk periode 20 (djah)oduahun. Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokymeesncanaan
pembangunan daerah yang disusun untuk periode nda)(litahun. Rencana
Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut pula Releg@a Pemerintah Daerah
(RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah uatiddp | (satu) tahun.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Balegda dalam menghimpun berbagai masukan danfagédan mengundang
perwakilan kelompok-kelompok masyarakat baik itun dealangan akademisi,
media massa, LSM dan pihak-pihak terkait langsurmupun tidak langsung
terhadap penyusunan Prolegda ini. Selain undangag gecara khusus diberikan
Balegda melalui Sekretaniat DPRD akan menginforkaaisikegiatan dimaksud
dalam website DPRD Sulawesi Barat agar masyarakatrhengetahuinya.
Ayat (3)
Materi penjelasan atas pokok materi Prolegda disdgmgan mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud pada pasal 7. Bila dimungkjnk&ngajuan rencana
penyusunan Peraturan Daerah dalam Prolegda terseboyertakan Naskah
Akademik Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Materi penjelasan atas pokok materi Prolegda disdgingan mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud pada pasal 7. Bila dimungkjnk&ngajuan rencana
penyusunan Peraturan Daerah dalam Prolegda terslmryertakan Nakah
Akademik Ranangan Peraturan Daerah yang diusulkan.
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)



Pasal 12

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jeLas

Ayat (3)

Apabila dalam pembahasan Agenda Legislasi DaerdPRID dan Gubernur
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengetaii iy@ng sama, maka
yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah dyajuigan oleh DPRD,
sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaleh Gubernur
digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pasal 16

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan mengenai jumlah Anggota yang mengajukamc&gan Peraturar
Daerah mengikuti Peraturan DPRD tentang Tata TBXRD.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pada prinsipnya semua naskah Rancangan PeratusaahDgang diajukan harus
disertai Naskah Akademik, tetapi beberapa Rancamgaaturan Daerah seperti
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Péanlagen Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah yang hanya terbatasibambeberapa materi yang
sudah memiliki Naskah Akademik sebelumnya dapagrtdis atau tidak disertai
Naskah Akademik. Penyusunan Naskah Akademik dklingan DPRD disusun
mengikuti Pedoman Penyusunan Naskah Akademik deatuP@n Menteri Hukum
dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.
Ayat (4)
Bahwa kajian dilakukan dalam bentuk penyusunan &laskkademik untuk
melengkapi Rancangan Peraturan Daerah yang diapleéinpihak pengusul atau
kajan untuk menganalisa secara lebih mendalam daiygag ditimbulkan dari
pengajuan Rancangan Peraturan Daerah dimaksudgddalgapat menyerahkan
penyusunan Naskah Akademik beserta Rancangan ReradDaerah atau kajian
dimaksud kepada perguruan tinggi atau pihak kel@ganya yang mempunyai
keahlian untuk itu.
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20



Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah dilakokktui Website DPRD,
media cetak dan elektronik, serta edaran di dasghingga masyarakat megetahui
adanya Rancangan Peraturan Daerah yang diajukbrD&1&D untuk selanjutnya
dibahas bersama dengan Pemerirrtah Daerah. Demgaikidn masyarakat dapat
memberikan masukan atas materi Rancangan PeraRemarah yang diajukan
tersebut.
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Koordinasi dimaksud dilakukan dengan mengundangakpitbPRD dalam
membahas ruang lingkup materi yang hendak diatlanmdgpenyusunan Naskah
Akademik.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Rancangan Perda yang disusun tidak perlu didaada plaskah Akademik antara
lain: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Aagdaendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan, dan Perhitungan/Pertanggungjavpabaksanaan APBD serta
Raperda yang revisi sudah mempunyai Naskah Akadsem&lumnya.
Pasal 23
Cukup jeas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukafalui Website
Pemerintah Daerah, media cetak dan elektronika ssstiran di daerah sehingga
masyarakat mengetahui adanya Rancangan PeratuemahDgang sedang disusun
oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian masyadalgtt memberikan masukan
atas materi Rancangan Peraturan Daerah yang digersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)



Di dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daeral) Di&iRugaskan Balegda
untuk mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat akdinod. Pembahasan
dilakukan dalam rapat gabungan antara Balegda damdterkait bersama dengan
Gubernur atau pejabat yang ditunjuk mewakilinydeBda dapat pula mengundang
atau pejabat perwakilan kelompok masyarakat untaknberikan masukan dalam
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebam pambahasan Rancangan
Peraturan Daerah, DPRD dapat pula membentuk ParKifmsus yang
keanggotaannya terdiri atas unsur Balegda dan Koenisit.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Peraturan Daerah dibatalkan Pemerintah apabilaladibertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-gadagang lebih tinggi.
Pembatalan Peraturan Daerah dilakukan melalui iraraPresiden yang ditetapkan
paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimaRgeaturan Daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adadatujuan untuk tercapainya
keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakaionsd, keserasian antara
kepentingan publik dan kepentingan aparatur, sentak meneliti sejauh mana
materi dalam Peraturan Daerah tersebut baik mehgét2D, Pajak dan Retribusi
Daerah serta Rencana Tata Ruang Daerah tidak tzerggam dengan kepentingan
umum, peraturan yang lebih tinggi, dan Perda laniasil evaluasi disampaikan
oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur palingbat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1)



Dengan diundangkan Peraturan Daerah dalam LemBsrarah maka setiap orang
dianggap telah mengetahuinya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Di dalam melakukan sosialisasi Peraturan DaerameRetah Daerah turut pula
melibatkan DPRD baik dan Komisi terkait maupun Bedke sebagai pihak yang
terlibat dalam pembentukan Peraturan Daerah diutaks
Ayat (2)
Cukup jeas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasat 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Penyiapan anggaran Pembentukan Rancangan PerBaeash balk atas prakarsa
DPRD maupun dan Pemerintah Daerah dialokasikanrssgmaporsional pada
Sekretariat DPRD dan Biro Hukum Sekretariat Dacrah.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
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